
 

 
 

 
 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG 

NOMOR  5   TAHUN  2010 

TENTANG 
 

PERTAMBANGAN RAKYAT 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI KETAPANG, 
 

 
Menimbang   :  a.  bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi sesuai dengan  

kewenangan yang dimiliki daerah, perlu melakukan pengaturan, 
pembinaan, dan pengendalian terhadap pengelolaan dan 
pengusahaan potensi daerah di bidang pertambangan rakyat 
untuk menjamin kepastian hukum serta terpeliharanya 
keseimbangan alam serta kelestarian lingkungan; 

 

b. bahwa kegiatan pertambangan rakyat dan potensi mineral 
logam, bukan logam, batuan dan batubara, tersebar di wilayah 
Kabupaten Ketapang dan pelaksanaannya perlu diusahakan 
untuk menunjang pemerataan berusaha untuk meningkatkan 
pembangunan ekonomi lokal; 

 

c. bahwa pengelolaan dan pengusahaan pertambangan rakyat 
merupakan salah satu potensi daerah yang dapat menjadi 
sumber pendapatan daerah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 

 

d. bahwa dengan semakin maraknya kegiatan pertambangan 
rakyat tanpa izin di beberapa wilayah di Kabupaten Ketapang, 
maka perlu dilakukan pengaturan sedini mungkin untuk 
mengurangi dan menanggulangi dampak negatif terhadap 
kelestarian lingkungan, serta memberikan kepastian hukum bagi 
masyarakat dalam berusaha; 

  
e. bahwa untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah 

pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas 
maka perlu pemberian izin pertambangan rakyat oleh 
Pemerintah Kabupaten Ketapang; 

 
f. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 

4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, 
ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Ijin 
Pertambangan Rakyat diatur dengan peraturan daerah; 

 
 



g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f perlu 
membentuk Peraturan Daerah tentang Pertambangan Rakyat; 

 
 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara RepubIik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RepubIik 
Indonesia Nomor 1820); 

 

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, 
Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 4401), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 2004 (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia 
Nomor  3888); 

 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RepubIik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
RepubIik Indonesia Nomor 4389); 

 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran 
Negara RepubIik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor  4844); 

 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan 
Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan 
Daerah  (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia 
Nomor 4438 ); 

 

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia 
Nomor 4725); 

 

7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara 
RepubIik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran 
Negara RepubIik Indonesia Nomor 4739); 

 

8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 
Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RepubIik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RepubIik 
Indonesia Nomor 4959); 

 



9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RepubIik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RepubIik 
Indonesia Nomor 5049) 

 

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RepubIik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
RepubIik Indonesia Nomor 5059); 

 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis 

Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara RepubIik 
Indonesia Tahun  1999 Nomor 5059, Tambahan Lembaran 
Negara RepubIik Indonesia Nomor  3838); 

 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepubIik 
Indonesia Nomor 4737); 

 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana 
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara RepubIik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
RepubIik Indonesia Nomor 4833); 

 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah 
Pertambangan (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara RepubIik 
Indonesia Nomor  5110); 

 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan 
Batubara (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia 
Nomor  5111); 

 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan 
Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RepubIik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara RepubIik 
Indonesia Nomor  5142); 

 
 

17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Nomor 24 Tahun 2009 
tentang Panduan Penilaian analisis mengenai dampak 
lingkungan hidup; 

 

18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Ketapang  (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2002 
Nomor 84 ); 

 



19. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2004 tentang  Pertambangan 
Umum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang  Tahun 
2004 Nomor 78); 

 

20. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Ketapang Tahun 2005 Nomor 15);  

21. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan 
Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Ketapang 
(Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 9); 

 

22. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi 
Dinas Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 11); 

 
 

Dengan Persetujuan  Bersama  
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG 

dan 

BUPATI KETAPANG 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTAMBANGAN 

RAKYAT. 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal  1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ketapang 
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
daerah Kabupaten Ketapang 

3. Bupati adalah Bupati Ketapang 
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Ketapang. 
5. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. 
6. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat. 
7. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang 

pertambangan mineral dan batubara. 
8. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disingkat WP, adalah wilayah yang 

memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan 
administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari rencana tata ruang 
nasional. 

9. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat WPR,  adalah 
bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat. 

10. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat IPR, adalah izin untuk  
melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat 
dengan luas wilayah dan investasi terbatas. 



11. Unit kerja adalah dinas yang berwenang menangani bidang pertambangan.  
12. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka 

penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi 
penyelidikan umum, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan 
dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. 

13. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk 
memproduksi mineral  dan/atau batubara dan mineral ikutannya. 

14. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat 
fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang 
membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. 

15. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara 
alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan. 

16. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk 
meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan 
memperoleh mineral ikutan. 

17. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan 
mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan 
dan pemurnian sampai tempat penyerahan. 

18. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil 
pertambangan mineral atau batubara. 

19. Endapan Teras adalah endapan sedimentasi disepanjang pinggir sungai yang 
membentuk teras atau undakan sungai, berasal dari proses sedimentasi sungai 
aktif saat ini ataupun endapan masa lampau. 

20. Endapan Sungai Purba adalah endapan dari hasil proses  sedimentasi sungai 
pada masa lampau dan saat ini bukan merupakan alur sungai aktif. 

21. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang 
pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan 
dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

22. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan 
hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan ekonomi rakyat 
yang berdasar atas asas kekeluargaan. 

23. Masyarakat adalah masyarakat yang berdomisili di sekitar operasi 
pertambangan atau wilayah pertambangan. 

24. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha 
pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan 
dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. 

25. Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah 
kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau 
seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan 
alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan. 

26. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan 
masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik 
tingkat kehidupannya. 

27. Inspektur Tambang adalah aparat pemerintah pada Unit kerja dalam Dinas 
Pertambangan dan Energi yang menangani bidang pertambangan Kabupaten 
Ketapang yang bertanggung  jawab dalam hal Pengawasan Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja (K3) dan Lingkungan hidup. 

28. Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau yang selanjutnya disingkat dengan PPNS 
adalah aparat pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang 
pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
 


